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PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :    16   TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM

MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan
memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja 
perusahaan perlu adanya penambahan penyertaan modal 
kepada Perusahaan Daerah Banten Global Development;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal 
Perusahaan Daerah Banten Global Development.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D);
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13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi 
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 
4, Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 
48, Seri E);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2007 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham 
Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank 
Jabar, Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Perkreditan 
Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2007 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE 
DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANTEN 
GLOBAL DEVELOPMENT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah  adalah Provinsi Banten;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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3. Gubernur adalah Gubernur Banten;

4. Pemerintah Daerah  adalah Gubernur berserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten 
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;

7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan  
baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti 
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak 
lainnya;

8. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Banten Global 
Development;

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

B A B   II

MAKSUD  DAN  TUJUAN

Pasal  2

(1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memperkuat struktur 
permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.

(2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal 
Perusahaan Daerah Banten Global Development sebesar Rp. 10.500.000.000,-
(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).


